Perubahan Renja Tahun 2024
Perangkat Daerah

Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya



SALINAN

WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR : 100.3.3.3/201/436.1.2/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Menimbang

KOTA SURABAYA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
monitoring evaluasi, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota
Surabaya Nomor 86 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Kota Surabaya Tahun 2024;

. bahwa sehubungan dengan hasil pengendalian pelaksanaan
Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II
tahun berkenaan serta Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024, perlu
menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2024;

. bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

sebagaimana dimaksud dalam huruf b, digunakan sebagai
pedoman penyusunan perubahan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) Perangkat Daerah;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d perlu
menetapkan Keputusan Wali Kota Surabaya tentang
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya
Tahun 2024.
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Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam
Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6409);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
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7.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Neara
Republik Indoensia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapai Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1516);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6868);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6123);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016
Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 259);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik —
Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo -
Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger — Semeru, serta
Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 211);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan
Penganggaran yang Responsif Gender Untuk Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1346);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah
Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang
Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 197);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan
di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen
Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah
Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 462);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1541);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
139);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 68);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019
tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja
Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak Dari
Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1721);
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48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis
Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023
tentang Pedoman = Penyusunan  Rencana  Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009
Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun
2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri
D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 96);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
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56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun
2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2023 Nomor 123);

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 39
Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019
Tentang Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 39 Seri E);

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 100
Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 - 2026 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2024);

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2024
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur
Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
(Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor
20 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya
Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya
Tahun 2014 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun
2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Surabaya Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 4);

w7

Balai
Sertifikasi
Elektronik

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
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65.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2022
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Surabaya
Tahun 2023 Nomor 8);

66.Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 97 Tahun 2021
tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun
2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 41 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya
Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita
Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 42);

67.Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 59 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 (Berita Daerah Kota
Surabaya Tahun 2024 Nomor 60);

68.Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 135 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota
Surabaya Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan
Keenam Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 135
Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita
Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN
2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Kota Surabaya Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 5 Agustus 2024
WALIKOTA SURABAYA
ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H.
Jaksa Utama Pratama

NIP. 197803072005011004

@\ | Balai UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
@) Sertifikasi  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
W | Elektronik  Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
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Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024
Kecamatan Tegalsari

Bab |
Pendahuluan

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Keuangan
Perangkat Daerah Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya Tahun 2024, dilakukan
sesuai hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tegalsari kota
Surabaya Tahun 2024. Rancangan Rencana Kerja Perubahan Anggaran
Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya Tahun 2023
yang selanjutnya adalah dokumen yang digunakan sebagai acuan dalam
penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Keuangan Organisasi Perangkat
Daerah Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya Tahun 2024.

Rancangan Renja Kecamatan Tegalsari Tahun 2024 merupakan
penjabaran program / kegiatan dan Sub Kegiatan dari Renstra Kecamatan
Tegalsari Tahun 2021-2026 yang mengacu pada RPJMD Kota Surabaya Tahun
2021-2026, juga sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.1 Maksud dan Tujuan
1.1.1 Maksud Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perubahan Rancangan Renja Kecamatan Tegalsari Tahun 2024 disusun
dengan maksud :

1. Memperbaiki arah penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan
dan pemberdayaan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan yang
menjadi prioritas, dan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang
dimiliki sesuai tugas dan fungsi Kecamatan sehingga didalam merencanakan,
melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan dapat jterfokus serta
memaksimalkan pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan
dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya;

2. Memperbaiki rencana kerja satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh
Pemerintah Kota Surabaya maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga
pelaksanaan  pelayanan . publik, pembangunan, kemasyarakatan
mendapatkan hasil yang kondusif dan bisa dirasakan oleh semua lapisan
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masyarakat.

1.1.2 Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tujuan disusunnya Renja Kecamatan Tegalsari Tahun 2024 adalah:

Keselarasan tugas masing-masing unit pelaksana mewujudkan kegiatan.
2. Mewujudkan profesionalitas pegawai didalam merumuskan Tema dan Pokok
tema Pemerintah Kota Surabaya.
3. Menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan Kota Surabaya Tahun
2023 sesuai dengan tugas pokek dan fungsinya dalam rangka mencapai visi
dan misi Pemerintah Kota Surabaya

I.2. Landasan Hukum
1.2.1 Keterkaitan Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan
Kewenangan Perangkat Daerah
Berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan landasan hukum yang
menjadi acuan adalah ;

1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Surabaya.

2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Kecamatan dan Kelurahan Kota.

2.2 Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

Landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja
Perubahan Anggaran Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Tegalsari
Kota Surabaya Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
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Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 04 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021-2026;

9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;,

10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Kecamatan dan Kelurahan Kota;

11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2024.

1.3. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rancangan Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya Tahun 2024 adalah
sebagai berikut :

BAB | PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan
Rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Tegalsari agar
substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan
daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK,
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kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis
besar isi dokumen.

BAB Il EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN Il TAHUN BERKENAN

Bab ini berisi mengenai evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota menggunakan evaluasi realisasi DPA-Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota. Hasil evaluasi realisasi DPA-Perangkat Daerah Kecamatan
Tegalsari sampai dengan Triwulan Il memuat kajian (review) hasil evaluasi
pelaksanaan Renja PD tahun berkenaan Tabel 2.1.

BAB Ill RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Mengemukakan rincian Rencana Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Program dan Kegiatan Pada bagian ini dijelaskan mengenai :
1. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah (mencakuplokasi,
target, dan pagu indikatif) saat sebelum dan setelah mengalami perubahan Uraian
garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

2. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kec Tegalsari Tabel 3.1.

BAB IV PENUTUP
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BABII

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN Il TAHUN

BERKENAN

.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Pelaksanaan Renja Kecamatan Tegalsari Tahun 2024 dilaksanakan dalam

5 (lima) program yang meliputi :

1)
2)
3)
4)
5)

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Program — program tersebut diwujudkan dalam 10 (sepuluh) kegiatan yaitu :

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit
kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan
Kepala Daerah

Sedangkan Kegiatan-kegiatan tersebut didukung oleh 24 (dua puluh empat)
sub kegiatan yaitu :
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No Nama Sub Kegiatan No Nama Sub Kegiatan
1| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13 | Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2 | Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan 14 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
Lainnya dengan Perangkat Daerah dan Instansi
_ _ Vertikal Terkait
3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan 15 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
Pelayanan kepada Masyarakat di yang terkait dengan Kewenangan lain yang
Wilayah Kecamatan dilimpahkan _
4 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 16 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
terkait dengan Non perizinan yang ferkait dengan Pelayanan
_ _ Perizinan Non Usaha _
5 Pembangunan Sarana dan Prasarana 17 | Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan Keputran Kelurahan Kedungdoro
6 | Pembangunan Sarana dan Prasarana 18 | Pembangunan Sarana dan Prasarana
Keturahan Dr. Sutomo Kelurahan Tegalsari
7 | Pembangunan Sarana dan Prasarana 18 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Kelurahan Wonorejo Keputran
8 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 20 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dr.
Kedungdoro Sutomo
9 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 21 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Tegalsari Woenorejo
10 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 22 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi
forum Musyawarah Perencanaan Masyarakat
Pembangunan_di Kelurahan
11 | Penyediaan sarana dan prasarana 23 | Sinergitas dengan kepolisian negara
Lembaga Kemasyarakatan Republik Indonesia, Tentara Nasional
Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah
Kecamatan _
12 | Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan 24 Penanganan Konflik sosial sesuai Ketentuan
(Bimtek, sosialisasi, konsultasi) Peraturan Perundang-Undangan

Evaluasi

pelaksanaan Renja Kecamatan Tegalsari

bertujuan untuk

mengidentifikasi kemampuan Kecamatan Tegalsari dalam melaksanakan program

dan kegiatannya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada

Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Hasil evaluasi Renja Kecamatan Tegalsari

Tahun 2024 sampai dengan triwulan | dijabarkan secara lengkap pada Tabel 2.1

sebagai berikut :

Sedangkan Hasil evaluasi Renja Kecamatan Tegalsari Tahun 2024 sampai
dengan triwulan 1l akan dijabarkan pada Perubahan Renja 2024 Kecamatan
Tegalsari.
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Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kec. Tegalsari sampai dengan Triwulan Il Tahun 2024

7 Unsur Kewilayahan
7.01 Kecamatan
7.01.01 Program Penunjang 20,17 23,02
Urusan 6,816 7.817 21 85 4,62
Pemerintahan s iuu 0,30 - - -
Daerah ! 0
Kabupaten/Kota
Tingkat 98.35 % 94.10 % 98.15% 95.05 % - - -
kepuasan
pegawai
terhadap
pelayanan
kesekretariat
an
Page

4,62
0,30

95.05 %

4,62 22,
0,30 90
0 %
95.05 % 96.6

4%




7.01.01.2.

Administrasi

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024
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02 Keuangan
Perangkat
Daerah
Persentase
ketepatan
waktu
pelayanan
Gaji dan
Tunjangan
ASN
7.01.01.2. Penyediaan
02.0001 Gaji dan
Tunjangan
ASN

yang
Menerima
Gaji dan
Tunjangan
ASN

Jumlah Orang

| 51
| Orang/bu
lan !

N/A
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7.01.01.2. Administrasi
06 Umum Perangkat
Daerah
Persentase
barang dan
jasa untuk
menunjang |
administrasi |
umum yang |
disediakan |
7.01.01.2, Penyediaan
06.0002 Peralatan dan 0,0
Perlengkapan 0%
Kantor

Jumlah Paket
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor yang
Disediakan
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7.01.01.2. Pemeliharaan 0
09 Barang Milik
Daerah
Penunjang 245
22
Urusan )
Pemerintahan
Daerah
Persentase 100 % 100 % 100 %
Barang Milik
Daerah
penunjang
urusan
Pemerintah
Daerah yang
disediakan
7.01.01.2. Pemeliharaan/ 0
09.0010 Rehabilitasi
Sarana dan
Prasarana 244.5
Gedung 22
Kantor atau
Bangunan
Lainnya

Page
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12.4

11

124

100 %

124
a0

12,4
0

200 %

12.4

0.0
0%
200.
00 %
0,0
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Jumilah
Sarana dan
Prasarana
Gedung
Kantor atau
Bangunan
Lainnya yang
Dipelihara/Dir
ehabilitasi

7.01.02 Program
Penyelenggaraan
Pemerintahan Dan
Pelayanan Publik

Persentase 61.29%
usulan
musrenbang
kecamatan
yang
dipertimbang
kan

Persentase 100 %
data
terverifikasi

99.9 |
8% |
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yang
dibutuhkan
Perangkat
Daerah

Persentase 100 %
jenis
pelayanan
yang dinilai
baik oleh
masyarakat

7.01.02.2. Koordinasi

01 Penyelenggaraan
Kegiatan
Pemerintahan di
Tingkat
Kecamatan

Jumilah unsur
lembagayang | Lembaga
hadir dalam
kegiatan

musrenbang
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7.01.02.2.
01.0001

KoordinasilSi
nergi
Perencanaan
dan
Pelaksanaan
Kegiatan
Pemerintahan
dengan
Perangkat
Daerah dan
Instansi
Vertikal
Terkait

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024

Kecamatan Tegalsari

pada tingkat
kecamatan

Jumiah
Laporan
Koordinasi/Si
nergi
Perencanaan
dan
Pelaksanaan
Kegiatan
Pemerintahan
dengan
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Perangkat
Daerah dan
Instansi
Vertikal
Terkait

7.01.02.2.
02

Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan
yang tidak
Dilaksanakan
oleh Unit Kerja
Perangkat
Daerah yang Ada
di Kecamatan

Jumlah
lembaga Lembaga
kemasyarakat
an yang aktif
mendukung
penyelenggar
aan urusan
pemerintahan




7.01.02.2.
02.0003

R
&Il

Peningkatan
Efektifitas
Pelaksanaan
Pelayanan
kepada
Masyarakat di
Wilayah
Kecamatan

7.01.02.2.
04

Pelaksanaan
Urusan
Pemerintahan
yang
Dilimpahkan
kepada Camat

Jumlah
Laporan
Peningkatan
Efektifitas
Pelaksanaan
Pelayanan
kepada
Masyarakat di
Wilayah
Kecamatan

N/A

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024
Kecamatan Tegalsari

0
18.65 383
B 1
N/A 12 3
Laporan Laporan
0
50,98
5 0
Page
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3 Laporan
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0.0




Jumlah
Bidang
urusan
pemerintahan
terkait
kewenangan
lain yang
dilimpahkan
kepada
Camat

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024

Kecamatan Tegalsari

12 Bidang
Urusan

6 Bidang
Urusan

Jumlah
Bidang
urusan
pemerintahan
terkait
pelayanan
non perizinan
yang
dilimpahkan
kepada
Camat

1 Bidang
Urusan

1 Bidang
Urusan

1 Bidang
Urusan

1 Bidang
Urusan

Urusan | 00 %

Jumlah
Bidang
urusan
pemerintahan

2 Bidang 200.
Urusan | 00%

1 Bidang
Urusan




terkait
pelayanan
perizinan non
usaha yang
dilimpahkan
kepada
Camat

7.01.02.2.
04.0003

Pelaksanaan
Urusan
Pemerintahan
yang Terkait
dengan
Kewenangan

Lain yang
Dilimpahkan

Jumlah
Laporan
Pelaksanaan
Kewenangan
Lain yang
Dilimpahkan

N/A

Kecamatan Tegalsari
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7.01.02.2, Pelaksanaan 0

04.0002 Urusan

Pemerintahan 18.19 0,0
yang terkait B - ; 0%
dengan ]

Nonperizinan

Jumiah N/A NI/A 4140 1035 - - - 1035 1035 N/A
Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan

Pelaksanaan
Nonperizinan
pada Urusan
Pemerintahan

7.01.02.2. Pelaksanaan 0

04.0001 Urusan

) Pemerintahan

yang Terkait 16.59 0,0
dengan B 0%
Pelayanan

Perizinan Non

Usaha

Page
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7.01.03

Program
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Dan Kelurahan

Jumlah
Dokumen
Non Perizinan
Usaha yang
Dilaksanakan

Persentase
Potensi
Usaha yang
difasilitasi

N/A

100 %

Persentase
kelurahan
yang
menindaklan
Juti konsep
inovasi

100 %

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024

Kecamatan Tegalsari

N/A 4

21,71 10,27
8,915 5,748 19,77
4,541

100.00 100 %

37.50 % 82.5 %

Page

Dokume

100.00

0.00%

1,08
1,71

1 1 N/A
Dokume Dokumen
n
1,08 1,08
1,71 1,71
8 8
100.00 100.00 % 100.
% 00%
0.00 % 0.00 % 0,00
%
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7.01.03.2. Kegiatan 0.0
02 Pemberdayaan 0;;3
Kelurahan
jumiah 5 5
kelurahan keluraha keluraha
yang n n
melaksanaka !
n musbangkel
berdasarkan !
konsep 1
inovasi
A
Jumiah 1 1 |
kelurahan Keluraha Keluraha |
yang n n |
dikembangka -
n potensi |
wilayahnya |
i
_____ |
7.01.03.2. Pembangunan
02.0002 Sarana dan 0,0
Prasarana 0%
Kelurahan
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Jumlah
Sarana dan
Prasarana
Kelurahan
yang

Terbangun

Pembangunan

7.01.03.2.
02.0002 Sarana dan
Prasarana
Kelurahan
Jumlah
Sarana dan
Prasarana
Kelurahan
yang
Terbangun
7.01.03.2. Pembangunan
02.0002 Sarana dan
Prasarana
Kelurahan
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Jumiah
Sarana dan
Prasarana
Kelurahan
yang

Terbangun

7.01.03.2. Pembangunan
02.0002 Sarana dan
Prasarana
Kelurahan
Jumlah
Sarana dan
Prasarana
Kelurahan
yang
Terbangun
7.01.03.2. Pembangunan
02.0002 Sarana dan
Prasarana
Kelurahan
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Jumlah
Sarana dan
Prasarana
Kelurahan
yang
Terbangun
7.01.03.2. Pemberdayaa
02.0003 n Masyarakat
di Kelurahan
Jumiah
Pokmas dan
QOrmas yang
Melaksanaka
n
Pemberdayaa
n Masyarakat
di Kelurahan
7.01.03.2. Pemberdayaa
02.0003 n Masyarakat
di Kelurahan




;%E—;:ﬁ

7.01.03.2. Pemberdayaa
02.0003 n Masyarakat
di Kelurahan
7.01.03.2. Pemberdayaa
02,0003 n Masyarakat
di Kelurahan

Jumiah
Pokmas dan
Ormas yang
Melaksanaka

Pemberdayaa
n Masyarakat
di Kelurahan

Jumiah
Pckmas dan
Ormas yang
Melaksanaka
n
Pemberdayaa
n Masyarakat
di Kelurahan

i

NIA N/A 2
Pokmas /
Ormas
2 1.215.
691
N/A N/A 2
Pokmas /
Ormas
¢ 1216,
821
Page
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Pokmas /
Ormas

Pokmas /
Ormas

181.

357

172.

223

0
0
Pokmas /
Ormas
181.
357
0
- Pokmas /
Ormas
172
223

0 Pokmas N/A
/ Ormas
181,
357
0 Pokmas N/A
[ Ormas
172,
223

00
0%
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Jumlah
Pokmas dan
Ormas yang
Melaksanaka
n
Pemberdayaa
n Masyarakat

7.01.03.2. Pemberdayaa
02.0003 n Masyarakat
di Kelurahan
Jumiah
Pokmas dan
QOrmas yang
Melaksanaka
n
Pemberdayaa
n Masyarakat
di Kelurahan
7.01.03.2. Peningkatan
02.0001 Partisipasi
Masyarakat
dalam Forum

NiA

— - -1 —t

| M-

3
Pokmas/
| Ormas

Page
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7.01.03.2.
03

42 %

Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
di Kelurahan
Jumlah i |
Lembaga 1 | Lembaga Lembaga
Kemasyaraka | Kemasya | Kemasya | Kemasyar
tan yang | rakatan rakatan akatan |
Berpartisipasi |
dalam Forum 1
Musyawarah |
Perencanaan -
Pembanguna !
n di o
Kelurahan : 1
Pemberdayaan |
Lembaga 0.0
Kemasyarakatan o(%
Tingkat
Kecamatan
- o -y .._.._l
110. |
|
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Usaha yang
difasilitasi

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024
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Jumlah
Lembaga
yang sarana
Iprasaranany
a untuk
Pemberdayza
n dapat
disediakan

7.01.03.2.
03.0004

Fasilitasi
Pengembanga
n Usaha
Ekonomi
Masyarakat

Jumiah
Laporan
Fasilitasi
Pergembang
an Usaha
Ekonori
Masyarakat

48
Lembaga |
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7.01.03.2 Penyediaan
03.0003 Sarana dan ;
Prasarana 00
Lembaga 0%
Kemasyarakat 5
an
SR !
Jumiah |
Sarana dan i | |
Prasarana | g
Lembaga |
Kemasyaraka 4
tan yang
Disediakan
7.01.04 j Program Koordinasi o 11,
" Ketentraman Dan B 60
Ketertiban Umum E %
koordinasi ?
penanganan !
pelanggaran |
Perda di
Kecamatan |
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7.01.04.2.
01

Koordinasi
Upaya
Penyelenggaraan
Ketenteraman
dan Ketertiban
Umum

7.01.04.2
01.0001

Sinergitas
dengan
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia,
Tentara
Nasional
Indonesia dan
Instansi

Objek yang
berpotensi
mengganggu
ketentraman
dan ketertiban
masyarakat

yang dipantau
dan

ditertibkan

21
Lokasi

-

Lokasi

Kecamatan Tegalsari

2446

18
21
Lokasi
2446
18
Page
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21
Lokasi

35.8
85

30

21
Lokasi

35.8
65

42 Lokasi

358
65

35.8
85

0.0
0%
200.
00 %
0,0
0%
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i i
Vertikal di
Wilayah '
Kecamatan %
Jumlair . NIA N/A 12 3 - - - ¥ . 3 Laporan_ N/A
Laporan Hazi! Lapatan -] Laparan 3 Laporan . s
dengan
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia,
Tentara
Nasional
Indonesia dan
Instansi
Vertikal di
Wilayah
Kecamatan
7.01.05 Program 1557 9,439 : e
Penyelenggaraan 61 14,53 1,35 1,35 1,35
Urusan 3 M 0 3 ) E 0. 0
Pemerintahan Umum
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penanganan
potensi
konflik tidak
menjadi
konfiik di
Kecamatan

7.01.05.2. Penyelenggaraan
01 Urusan
Pemerintahan
Umum sesuai
Penugasan
Kepala Daerah

Jumiah topik
fasilitasi,
koordinasi
dan
pembinaan
wawasan
kebangsaan
dan
ketahanan
nasional

i




7.01.05.2.
01.0002

Fasilitasi,
Koordinasi
dan
Pembinaan
(Bimtek,
Sosialisasi,
Konsultasi)
| Wawasan
Kebangsaan
dan
Ketahanan
Nasional

Jumlah 62 Kasus
potensi kanflik
yang dapat
ditangani/dire
dam bersama
Babinsa/Babi
nkamtibmas

Jumlah Orang N/A
vang

Mengikuti

Fasilitasi,

Koordinasi

dan

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024
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N/A 94 Orang

Page

16 Kasus

45 Orang

Ly

Zapa

77 Kasus

1.35 1.35

45 Orang 45 Orang

124,
19%

NA

0,0
0%




Pembinaan
(Bimtek,
Sosialisasi,
Konsultasi)
Wawasan
Kebangsaan
dan
Ketahanan
Nasional

7.01.05.2.
01.0005

Penanganan
Konflik Sosial
Sesual
Ketentuan
Peraturan
Perundang-
Undangan

Jumiah
Lapcran
Konflik yang
Citangani
Sesuai
Ketentuan
Peraturan
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BAB Il
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dasar pertimbangan dalam penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan pada
Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya adalah Visi dan Misi Walikota Surabaya. Program
dan kegiatan yang akan dilaksanakan harus sejalan dan dapat mendukung tercapainya
visi dan misi tersebut. Untuk mendukung tugas dan fungsi Kecamatan Tegalsari Kota
Surabaya di dukung dari dana APBD Kola Sﬁrabaya Tahun Anggaran 2024. Perubahan
Rencana Kerja Kecamatan Tegalsari Tahun 2023 mengacu pada Perubahan RKPD Kota
Surabaya Tahun 2024 yang pada umumnya dapat berupa perubahan output kegiatan
maupun sub kegiatan, target capaian kinerja serta kebutuhan dana/pagu indikatif.
Perubahan Renja Kecamatan Tegalsari Tahun 2024 dirumuskan dalam 5 (lima) program
terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

U

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Kecamatan Tegalsari pada
Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 tidak mengalami perubahan output
hanya ada penyesuaian anggaran. Rancangan Perubahan Renja Kecamatan Tegaisari
Tahun 2023 melaksanakan 5 (lima) program, 10 {sepuluh) kegiatan dan 24 (dua puluh
empat) sub kegiatan yang dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Page
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Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan

Kec. Tegalsari
Tahun 2024

7.01.01 Tingkat 98,05 % | 21,866,40(7.01.01 Tingkat 98,05 % | 21,866,40
PROGRAM kepuasan 0,328 PROGRAM kepuasan ' 0,328
PENUNJANG pegawai PENUNJANG pegawai
URUSAN terhadap URUSAN terhadap
PEMERINTAHAN pelayanan PEMERINTAHAN pelayanan
DAERAH kesekretariatan DAERAH kesekretariatan
KABUPATEN/KOT KABUPATEN/KCT
A A
7.01.01.2.02 Persentase 100 % 17,387,18|(7.01.01.2.02 Persentase 1C0 % 17,387,18
Administrasi ketepatan waktu 4,880 [Administrasi ketepatan waktu 4,880
Keuangan pelayanan Gaji Keuangan pelayanan Gaji
Perangkat dan Tunjangan Perangkat dan Tunjangan
Daerah ASN Daerah ASN
7.01.01.2.02.000 |Kec. Jumlah Crang 51 17,387,18((|7.01.01.2.02.000 [Kec. Jumlah Orang 51 17,387,18
1 Penyediaan Tegalsa |yang Menerima |Orang/bula 4,880|||1 Penyediaan Tegalsa |[yang Menerima | Orang/bula 4,880
Gaji dan ri Gajidan n Gaji dan ri Gaji dan n
Tunjangan ASN Tunjangan ASN Tunjangan ASN Tunjangan ASN
7.01.01.2.06 Persentase 100 % |4,234,693,(|7.01.01.2.06 Persentase 100 % 4,234,693,
Administrasi barang dan jasa 082 |Administrasi barang dan jasa 082
Umum Perangkat untuk menunjang Umum Perangkat untuk menunjang
Daerah administrasi Daerah administrasi
umum yang umum yang
disediakan disediakan

Page
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i

7.01.01.2.06.000 |(Kec. Jumlah Paket 27 Paket |4,234,693,|||7.01.01.2.06.000 |Kec. Jumlah Paket 27 Paket 14,234,693,
2 Penyediaan Tegalsa |Peralatan dan 082(||2 Penyediaan Tegalsa [Peralatan dan 082
Peralatan dan ri Perlengkapan Peralatan dan ri Perlengkapan
Perlengkapan Kantor yang Perlengkapan Kantor yang
Kantor Disediakan Kantor Disediakan
7.01.01.2.09 Persentase 100 % 244,522,3(|7.01.01.2.09 Persentase 100 % 244,522.3
Pemeliharaan Barang Milik 66| |[Pemeliharaan Barang Milik 66
Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah
Daerah penunjang Daerah penunjang
Penunjang urusan Penunjang urusan
Urusan Pemerintah Urusan Pemerintah
Pemerintahan Daerah yang Pemerintahan Daerah yang -
Daerah disediakan Daerah disediakan
7.01.01.2.09.001 |Kec. Jumlah Sarana 7 Unit 244,522,3/(17.01.01.2.08.001 |Kec. Jumlah Sarana 7 Unit |'244,522,3
0 Tegalsa |dan Prasarana 66||(0 Tegalsa |dan Prasarana 66}
Pemeliharaan/Re |ri Gedung Kantor Pemeliharaan/Re |ri Gedung Kantor
habilitasi Sarana atau Bangunan habilitasi Sarana atau Bangunan
dan Prasarana Lainnya yang dan Prasarana Lainnya yang
Gedung Kantor Dipelihara/Direha Gedung Kantor Dipelihara/Direha
atau Bangunan bilitasi atau Bangunan bilitasi
Lainnya Lainnya
7.01.02 Persentase data 100 % 79,641,91|7.01.02 Persentase data 100 % 79,641,91
PROGRAM terverifikasi yang 3|PROGRAM terverifikasi yang 3
PENYELENGGAR dibutuhkan PENYELENGGAR dibutuhkan
AAN Perangkat AAN Perangkat
PEMERINTAHAN Daerah PEMERINTAHAN Daerah
DAN PELAYANAN DAN PELAYANAN
PUBLIK PUBLIK
Page
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pelayanan yang
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pelayanan yang

dinilai baik oleh dinilai baik oleh
masyarakat masyarakat
Persentase 23.25 % Persentase 23.25%
usulan usulan
musrenbang musrenbang
kecamatan yang kecamatan yarg
dipertimangkan dipertimbangkan
7.01.02.2.01 Jumlah unsur 6 Lembaga| 9,000,000((7.01.02.2.01 Jumlah unsur 6 Lembaga| 9,000,000
Koordinasi lembaga yang -|{Koordinasi lembaga yang :
Penyelenggaraan hacir dalam " ||Penyelenggaraan hadir dalam -
Kegiatan kegiatan Kegiatan kegiatan -
Pemerintahan di musrenoang ‘||Pemerintahan di musrenbang
Tingkat pada tingkat Tingkat pada tingkat
Kecamatan kecamatan Kecamatan kecamatan
7.01.02.2.01.000 |Kec. Jumlah Laporan 125 9,000,000/((]7.01.02.2.01.000 |Kec. Jumlah Laporan 125 9,000,000
1 Tegalsa |Kcordinasi/Siner | Laporan 1 Tegalsa |Koordinasi/Siner | Laporan
Koordinasi/Sinerg |ri gi Perencanaan Koordinasi/Sinerg |ri gi Perencanaan
i Perencanaan dan Pelaksanaan i Perencanaan dan Pelaksanaan
dan Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan Pemerintahan Kegiatan Pemerintahan
Pemerintahan dengan Pemerintahan dengan
dengan Perangkat dengan Perangkat
Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah dan
Daerah dan Instansi Vertikal Daerah dan Instansi Vertikal
Instansi Vertikal Terkait Instansi Vertikal Terkait
Terkait Terkait
Page
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7.01.02.2.02 Jumlah lembaga 365 19,656,00(|7.01.02.2.02 Jumlah lembaga 365 19,656,00
Penyelenggaraan kemasyarakatan | Lembaga 0([Penyelenggaraan kemasyarakatan | Lembaga 0
Urusan yang aktif Urusan yang aktif

Pemerintahan mendukung Pemerintahan mendukung

yang tidak penyelenggaraan yang tidak penyelenggaraan

Dilaksanakan urusan Dilaksanakan urusan

oleh Unit Kerja pemerintahan oleh Unit Kerja pemerintahan

Perangkat Perangkat

Daerah yang Ada Daerah yang Ada

di Kecamatan di Kecamatan

7.01.02.2.02.000 |Kec. Jumlah Laporan |12 Laporan| 19,656,00(|(7.01.02.2.02.000 |Kec. Jumlah Laporan |12 Laporan| 19,656,00
3 Peningkatan Tegalsa |Peningkatan 0{||3 Peningkatan Tegalsa |Peningkatan 0
Efektifitas ri Efektifitas Efektifitas ri Efektifitas

Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan

Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan

kepada kepada kepada kepada

Masyarakat di Masyarakat di Masyarakat di Masyarakat di

Wilayah Wilayah Wilayah Wilayah

Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan
7.01.02.2.04 Jumlah Bidang 6 Bidang | 50,985,91||7.01.02.2.04 Jumlah Bidang 6 Bidang | 50,985,91
Pelaksanaan urusan Urusan 3||Pelaksanaan urusan Urusan 3
Urusan pemerintahan Urusan pemerintahan

Pemerintahan terkait Pemerintahan terkait
yang kewenangan lain yang kewenangan lain
Dilimpahkan yang dilimpahkan Dilimpahkan yang dilimpahkan
kepada Camat kepada Camat kepada Camat kepada Camat

Jumlah Bidang 1 Bidang Jumlah Bidang 1 Bidang
urusan Urusan urusan Urusan
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pemerintahan pemerintahan
terkait pelayanan terkait pelayanan
non perizinan non perizinan
yang dilimpahkan yang dilimpahkan
kepada Camat kepada Camat
Jumlah Bidang 1 Bidang Jumlah Bidang 1 Bidang
urusan Urusan urusan Urusan
pemerintahan pemerintahan
terkait pelayanan terkait pelayanan
perizinan non perizinan non
usaha yang usaha yang
dilimpahkan dilimpahkan
kepada Camat kepada Camat
7.01.02.2.04.000 |Kec. Jumlah Dokumen |4 Dokumen| 16,593,90(||7.01.02.2.04.000 |Kec. Jumlah Dokumen|4 Dokumen| 16,593,90
1 Pelaksanaan  [Tegalsa |Non Perizinan 1]]|1 Pelaksanaan |Tegalsa [Non Perizinan 1
Urusan ri Usaha yang Urusan ri Usaha yang
Pemerintahan Dilaksanakan Pemerintahan Dilaksanakan
yang Terkait yang Terkait
dengan dengan
Pelayanan Pelayanan
Perizinan Non Perizinan Non
Usaha Usaha
7.01.02.2.04.000 |Kec. Jumlah Laporan 4140 18,195,52((17.01.02.2.04.000 (Kec. Jumlah Laporan 4140 18,195,52
2 Pelaksanaan |Tegalsa |Pelaksanaan Laporan 5(||2 Pelaksanaan [Tegalsa |Pelaksanaan Laporan 5
Urusan ri Nonperizinan Urusan ri Nonperizinan
Pemerintahan pada Urusan Pemerintahan pada Urusan
yang terkait Pemerintahan yang terkait Pemerintahan
Page
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dengan dengan
Nonperizinan Nonperizinan
7.01.02.2.04.000 |Kec. Jumlah Laporan | 4 Laporan | 16,196,48((|7.01.02.2.04.000 |Kec. Jumlah Laporan | 4 Laporan | 16,196,48
3 Pelaksanaan |Tegalsa |Pelaksanaan 7|||3 Pelaksanaan |Tegalsa |Pelaksanaan i
Urusan ri Kewenangan Urusan r Kewenangan
Pemerintahan Lain yang Pemerintahan Lain yang
yang Terkait Dilimpahkan yang Terkait Dilimpahkan
dengan dengan
Kewenangan Lain Kewenangan Lain
yang Dilimpahkan yang Dilimpahkan
7.01.03 Persentase 37.5% | 19,774,54(7.01.03 Persentase 37.5% | 19,774,54
PROGRAM kelurahan yang 0,744|PRCGRAM . kelurahan yang - 0,744
PEMBERDAYAAN menindaklanjuti PEMBERCAYAAN menindaklanjuti -
MASYARAKAT konsep inovasi MASYYARAKAT konsep inovasi -
DESA DAN DESA DAN
KELURAHAN KELURAHAN
Persentase 100 % Persentase 100 %
Potensi Usaha Potensi Usaha
yang difasilitasi yang difasilitasi
7.01.03.2.02 Jumlah 1 19,600,16|(7.01.03.2.02 Jumlah 1 19,600,16
Kegiatan keiurahan yang | Kelurahan 2,744 | |Kegiatan kelurahan yang . | Kelurahan 2,744
Pemberdayaan dikembangkan Pemberdayaan dikembangkan
Kelurahan potensi Kelurahan potensi
wilayahnya wilayahnya
jumlah kelurahan 5 jumlah kelurahan 5
yang kelurahan yang kelurahan
melaksanakan melaksanakan
Page
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_ Kinerj | Kinerja

musbangkel musbangkel

berdasarkan berdasarkan

konsep inovasi konsep inovasi
7.01.03.2.02.000 |Kec. Jumlah Lembaga |5 Lembaga | 7,500,000|((7.01.03.2.02.000 |Kec. Jumlah Lembaga |5 Lembaga| 7,500,000
1 Peningkatan Tegalsa |Kemasyarakatan |Kemasyara 1 Peningkatan Tegalsa |Kemasyarakatan | Kemasyara .
Partisipasi ri yang katan Partisipasi ri yang katan
Masyarakat Berpartisipasi Masyarakat Berpatrtisipasi
dalam Forum dalam Forum dalam Forum dalam Forum
Musyawarah Musyawarah Musyawarah Musyawarah
Perencanaan Perencanaan Perencanaan Perencanaan
Pembangunan di Pembangunan di Pembangunan di Pembangunan di
Kelurahan Keiurahan Kelurahan Kelurahan
7.01.03.2.02.000 |[Kelurah [Jumlah Sarana 12 Unit |2,018,145,||(7.01.03.2.02.000 |Kelurah [Jumlah Sarana 12 Unit |2,018,145,
2 Pembangunan |an dan Prasarana 546|||2 Pembangunan |an dan Prasarana 546
Sarana dan Tegalsa |Kelurahan yang Sarana dan Tegalsa |Kelurahan yang
Prasarana ri Terbangun Prasarana ri Terbangun
Kelurahan Kelurahan
7.01.03.2.02.000 (Kelurah |Jumlah Sarana 36 Unit |2,168,475,(||7.01.03.2.02.000 [(Kelurah |Jumlah Sarana 36 Unit [2,168,475,
2 Pembangunan |an dan Prasarana 713|||2 Pembangunan |an dan Prasarana 713
Sarana dan Keputra |Kelurahan yang Sarana.dan Keputra |Kelurahan yang
Prasarana n Terbangun Prasarana n Terbangun
Kelurahan Kelurahan
7.01.03.2.02.000 |Kelurah |Jumlah Sarana 18 Unit |2,054,336,||(7.01.03.2.02.000 |Kelurah [{Jumlah Sarana 18 Unit 2,156,116,
2 Pembangunan |an dan Prasarana 952|||2 Pembangunan |an dan Prasarana 953
Sarana dan Wonorej|Kelurahan yang Sarana dan Wonorej|Kelurahan yang
Prasarana 0 Terbangun Prasarana 0 Terbangun
Kelurahan Kelurahan
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7.01.03.2.02.000

Kelurah

Kinerja

Jumlah Sarana
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B e L

Sub Kegiatan
7.01.03.2.02.000

Jumlh Sraa

19,

3,725,719, Kelurah 3,725,

2 Pembangunan |an dan Prasarana 924|||2 Pembangunan |an dan Prasarana 924
Sarana dan Kedung [Kelurahan yang Sarana dan Kedung [Kelurahan yang
Prasarana doro Terbangun Prasarana doro Terbangun
Kelurahan Kelurahan
7.01.03.2.02.000 |Kelurah |Jumlah Sarana 20 Unit |1,659,774,|117.01.03.2.02.000 (Kelurah [Jumlah Sarana 20 Unit  [1,725,659,
2 Pembangunan |an Dr. |dan Prasarana 651|||2 Pembangunan |an Dr. |dan Prasarana 725
Sarana dan Soetom |Kelurahan yang Sarana dan Soetom |Kelurahan yang
Prasarana 0 Terbangun Prasarana o} Terbangun
Kelurahan Kelurahan
7.01.03.2.02.000 (Kelurah |Jumlah Pokmas |2 Pokmas/|1,073,130,(!/7.01.03.2.02.000 |Kelurah |Jumlah Pokmas |2 Pokmas/|1,073,130,
3 Pemberdayaan [an dan Ormas yang | Ormas 092|||3 Pemberdayaan |an dan Ormas yang | Ormas 092
Masyarakat di Tegalsa |Melaksanakan . Masyarakat di Tegalsa |Melaksanakan
Kelurahan ri Pemberdayaan Kelurahan ri Pemberdayaan

Masyarakat di Masyarakat di

Kelurahan Kelurahan
7.01.03.2.02.000 |Kelurah |Jumlah Pokmas |2 Pokmas/|1,470,304,]|||7.01.03.2.02.000 |Kelurah |Jumlah Pokmas |2 Pokmas /|1,470,304,
3 Pemberdayaan |an dan Ormas yang Ormas 384(||3 Pemberdayaan |an dan Ormas yang | Ormas 384
Masyarakat di Keputra [Melaksanakan Masyarakat di Keputra |Melaksanakan
Kelurahan n Pemberdayaan Kelurahan n Pemberdayaan

Masyarakat di Masyarakat di

Kelurahan Kelurahan
7.01.03.2.02.000 (Kelurah |Jumlah Pokmas |2 Pokmas/|1,215,690,((|7.01.03.2.02.000 |Kelurah [Jumlah Pokmas |2 Pokmas/|1,113,910,
3 Pemberdayaan |an dan Ormas yang Ormas 543|||3 Pemberdayaan |an dan Ormas yang Ormas 542
Masyarakat di Wonorej|Melaksanakan Masyarakat di Wonorej|Melaksanakan
Kelurahan 0 Pemberdayaan Kelurahan 0 Pemberdayaan
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Masyarakat di Masyarakat di
Kelurahan Kelurahan
7.01.03.2.02.000 |[Kelurah [Jumlah Pokmas |3 Pokmas/|1,216,820,|(|7.01.03.2.02.000 |Kelurah |Jumlah Pokmas |3 Pokmas/|1,216,820,
3 Pemberdayaan |an dan Ormas yang Ormas 948|| |3 Pemberdayaan |an dan Ormas yang Ormas 948
Masyarakat di Kedung |Melaksanakan Masyarakat di Kedung |Melaksanakan
Kelurahan doro Pemberdayaan Kelurahan doro Pemberdayaan
Masyarakat di Masyarakat di
Kelurahan Kelurahan
7.01.03.2.02.000 [Kelurah [Jumlah Pokmas |2 Pokmas/|2,990,263,|(|7.01.03.2.02.000 [Kelurah |Jumlah Pokmas |2 Pokmas /|2,924,378,
3 Pemberdayaan |an Dr. |dan Ormas yang Ormas 991|(|3 Pemberdayaan |an Dr. |dan Ormas yang Crmas 917
Masyarakat di Soetom |Melaksanakan Masyarakat di Soetom [Melaksanakan :
Kelurahan (o] Pemberdayaan Kelurahan o] Pemberdayaan
Masyarakat di Masyarakat di
Kelurahan Kelurahan
7.01.03.2.03 Jumlah Lembaga 48 174,378,0/|7.01.03.2.03 Jumlah Lembaga 48 174,378,0
Pemberdayaan yang sarana Lembaga 00(|Pemberdayaan yang sarana Lembaga 00
Lembaga Iprasarananya Lembaga /prasarananya
Kemasyarakatan untuk Kemasyarakatan untuk
Tingkat Pemberdayaan Tingkat Pemberdayaan
Kecamatan dapat disediakan Kecamatan dapat disediakan
Jumlah Potensi 192 Jumlah Potensi 192
Usaha yang Lembaga Usaha yang Lembaga
difasilitasi difasilitasi
7.01.03.2.03.000 [Kec. Jumlah Sarana 48 Unit | 151,848,0(|(7.01.03.2.03.000 |Kec. Jumlah Sarana 48 Unit | 151,848,0
3 Penyediaan Tegalsa |dan Prasarana 00]||3 Penyediaan Tegalsa |dan Prasarana 00
Sarana dan ri Lembaga Sarana dan r Lembaga
Prasarana Prasarana
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Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Kemasyarakatan
Kemasyarakatan yang Disediakan Kemasyarakatan yang Disediakan
7.01.03.2.03.000 |Kec. Jumlah Laporan (48 Laporan| 22,530,00/|(7.01.03.2.03.000 |Kec. Jumlah Laporan (48 Laporan| 22,530,00
4 Fasilitasi Tegalsa |Fasilitasi 0|| |4 Fasilitasi Tegalsa |Fasilitasi 0
Pengembangan |ri Pengembangan Pengembangan |ri Pengembangan
Usaha Ekonomi Usaha Ekonomi Usaha Ekonomi Usaha Ekonomi
Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat
7.01.04 Persentase 100 % 244,617,6/7.01.04 Persentase 100 % 244.,617,6
PROGRAM koordinasi 00|PROGRAM koordinasi 00
KOORDINASI penanganan KOORDINASI penanganan
KETENTRAMAN pelanggaran KETENTRAMAN pelanggaran
DAN Perda di DAN Perda di
KETERTIBAN Kecamatan KETERTIBAN Kecamatan
UMUM UMUM
7.01.04.2.01 Objek yang 21 Lokasi | 244,617,6(|7.01.04.2.01 Objek yang 21 Lokasi | 244,617,6
Koordinasi berpotensi 00| |Koordinasi berpotensi 00
Upaya mengganggu Upaya mengganggu
Penyelenggaraan ketentraman dan Penyelenggaraan ketentraman dan
Ketenteraman ketertiban Ketenteraman ketertiban
dan Ketertiban masyarakat yang dan Ketertiban masyarakat yang
Umum dipantau dan Umum dipantau dan
ditertibkan ditertibkan
7.01.04.2.01.000 [Kec. Jumlah Laporan (12 Laporan| 244,617,6(|(7.01.04.2.01.000 |Kec. Jumlah Laporan |12 Laporan| 244,617,6
1 Sinergitas Tegalsa |Hasil Sinergitas 00]|||1 Sinergitas Tegalsa |Hasil Sinergitas 00|
dengan ri dengan dengan ri dengan
Kepolisian Kepolisian Kepolisian Kepolisian
Negara Republik Negara Republik Negara Republik Negara Republik
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Indonesia,
Tentara Nasional
Indonesia dan
Instansi Vertikal

Indonesia,
Tentara Nasional
Indonesia dan
Instansi Vertikal

di Wilayah di Wilayah di Wilayah di Wilayah
Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan
7.01.05 Persentase 100 % 14,582,50(7.01.05 Persentase 100 % 14,582,50
PROGRAM penanganan 0|PROGRAM penanganan 0
PENYELENGGAR potensi konflik PENYELENGGAR potensi konflik
AAN URUSAN tidak menjadi ‘AAN URUSAN tidak menjadi
PEMERINTAHAN konflik di PEMERINTAHAN konflik di
UMUM Kecamatan UMum Kecamatan
7.01.05.2.01 Jumlah potensi 62 Kasus | 14,582,50((7.01.05.2.01 Jumlah potensi 62 Kasus | 14,582,50|
Penyelenggaraan konflik yang 0||Penyelenggaraan konflik yang 0
Urusan dapat Urusan dapat
Pemerintahan ditangani/direda Pemerintahan ditangani/direda
Umum sesuai m bersama Umum sesuai m bersama
Penugasan Babinsa/Babinka Penugasan Babinsa/Bakinka
Kepala Daerah mtibmas '|Kepala Daerah mtibmas
Jumlah topik 2 Topik Jumlah topik 2 Topik
fasilitasi, fasilitasi,
koordinasi dan koordinasi dan
pembinaan pembinaan
wawasan wawasan
kebangsaan dan kebangsaan dan
ketahanan ketahanan
nasional nasional
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 Kinerja i

7.01.05.2.01.000 |Kec. Jumlah Orang 94 Orang | 5,640,000

7.01.05.2.01.000 |Kec. Jumlah Orang 94 Crang | 5,640,000

2 Fasilitasi, Tegalsa |yang Mengikuti 2 Fasilitasi, Tegalsa |yang Mengikuti -
Koordinasi dan ri Fasilitasi, Koordinasi dan ] Fasilitasi,
Pembinaan Koordinasi dan Pembinaan Koordinasi dan
(Bimtek, Pembinaan (Bimtek, Pembinaan
Sosialisasi, (Bimtek, : Sosialisasi, (Bimtek,
Konsuitasi) Sosialisaci, : Kensultasi) Sosialisasi,
Wawasan Konsultasi) Wawasan Konsultasi)
Kebangsaan dan Wawasan Kebangsaan dan Wawasan
Ketahanan Kebangsaan dan Ketahanan Kebangsaan dan
Nasional Ketahanan - |||Nasional Ketahanan ;

Nasional R HEEE ' Nasional ' '
7.01.05.2.01.000 |Kec. Jumiah Laporan | 4 Laperan | 8,942,500((7.01.08.2.01.000 |Kec. Jumlah Laporan | 4 Lapcran | 8,242,500
5 Penanganan Tegalsa |Konflik yeng 5 Penanganan |Tegalsa |Konflik yang + |- .
Konflik Sosial ri Ditangari Sesuai Konfiik Sesial ri Ditangani Sesuai
Sesuai Ketentuan Ketentuan Sesuai Ketentuan Ketentuan
Peraturan Peraturan Peraturan Peraturan
Perundang- Perundang- Perundang- Perundang-
Undangan Undangan Undangan Undangan
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'BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Tegalsari Tahun 2024 merupakan rencana
pelaksanaan kegiatan Kecamatan Tegalsari pada tahun 2024 yang dalam
penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerain dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2024.

Perubahan Renja Kecamatan Tegalsari Tahun 2024 disusun melaiui kaidah
perencanaan strategis dan telah memperhatikan keselarasan dengan perencanaan di
atasnya, untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan
optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel sesuai tugas

dan fungsinya.
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